
Undanq·Und.tn<J Nomor 13 Tnhun 1950 tcntang Pomt>cntu,.an 

Oncrah·d.itJrab K.ibul)aten dala'n Ungkungnn Provm, Jawn 

Teng.ih, 

M~ngo:19al 

d bnhw.i bcrd,,~a.rk:11, perhrnbtanga11 sebagaimana tel'lebu1 dalarn 

huruf a /1uruf b d~n hurul e, pertu memt,.,ntuk Peratuf8n Oseran 
ten1ang lzon Usaha Jasa Konstruk~,; 

c bahwa Pemenntah Kabupaten Ban;umas telah m~ngatur 

pemberian lzon Uaaha Jase Konstruks, yang d,tetap1'.an dengan 

Peraturan Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2001 
tentang RetribU111 12,n Usaha Jasa Konstruksi karena edae.ya 
perkembanga1 dalam perateran jasa konstrukso rnaka Peraturan 

Oaerah 1ersebut perlu d,t,nJau kembah: 

b bahwa berdnsarkan Pasal 14 ayal (1) Pe,aturan Pernenntah 
Nomor 28 Tahun 2000. d11etapkan semua perusah.aan di bodang 
rasa konstruksi wa.,b mem,lilo iz,n usah~ yang d ke!uarun oleh 

Pemerintah Oaerah d, tempat dom,sffonya, 

M~n,mhang a banwa seJala1 dengan petaxsanaan Otonoml Oaerah, maka 

kewenangan e1a1am btdang Pelayanan Penye,enggaraan 

Pemberlan lzin Usaha Jasa Konstrukso merupakan kewenangan 
Pemenntah K~bupa,en, 

BUPATI BANYUMAS. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

TENT ANG 

NOMOR: 1 TAHUN 2008 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

c: 



2 

8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenlang Pemben1ukan 
Pcmturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara 

Republ1k tndones•a Nomor 43S9); 
9 Undang-Undanp l'-'omor 32 Tahun 2004 i,,ntaog Pemenn1ah 

Oaerah (Lembaran Negara Republ>k lndones,a Tahur 2004 Nornor 
125, T~mbahan Lembaran Negara RPpubltk lndone,,a Nomor 
4437) sebaga1mana telah d•ubah dengai, Undnng-Undang Nomor 
8 Tahun 2005 ten1ang P~netapan Pera!uran Pemenntah Penggan1i 
Undang-undang Nomor 3 Tohun 2005 •entang Perubahan Atas 
Undang-Undong Nom<>r 32 Tahun 2004 1en1ang Pemenntah 
Daernh mcnj,1<11 Undang-Undang (Lemt>Aran Nngarn Republ, 

0 
(Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 19!'9 Nomor 54 
Tambahan Lembaran Negara Republ·k lnconesia Nomor 3833 ) 

5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan Negara 
(Len-,baran Negara Repub~k Indonesia Tahun 2003 Nomor 28. 
Tamb;ihan Lembaran Negara Repubhk lrldones,a Nomor 4286); 

6 Undang-Undang Nornor t Tahun 2004 lentang Peroendaharaan 
Negara (Lembaran Negara RepubEk lndones,a Tahun 2004 Nomor 
5. Tambahan Lembaran Negara Reoubll< Indonesia Nomor 4355), 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 t~n1ang Pemenksaan 
Pengrlolaan dan. fanggung:awab Keuangan Nl'gara (lembaran 
Negara Republ,< lndones,a Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Q Lembaran Negara Repubhi< Indonesia Nomor 4400), 

4 

3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 lentang Pajak Daerah dan 
Retribus• Oaerah (Lembaran Negara Republik lndones•a Tahun 
1997 Nomo, 41, Tambahan Lemearan Negara Republl< Indonesia 
Nomor 3685) sebagBJmana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republlk lndones,a 
Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan l.embaran Negara Repub'•• 

Indonesia Nomor 4048); 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstrul<s, 

2 Undang-Undang Nomor 8 ta!lun 1981 tentang Hukum Acara 

P,dana (Lembaran Negara Reput>l,k Indonesia ~ahun 1£181 Nomor 

76. Tambahan Lembaran Negara Repubh, lndones,a Nom<>r 

3209). 



Indonesia Tahun 2005 Nomo< 108. Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk lndonesia Nomo< 4548}, 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 20(\() tentang Usaha dan 
Peran Masyarakat Jasa Koostru<s1 Lernbsran Negara Republ k 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambanan Lembaran Negara 
Repubfik Indonesia Nomor 3955}; 

11 Peratural'I Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Koos1ruks1 (Lembaran Negara Repubt,k 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republ•k Indonesia Norno, 3956); 

12.Peraturan Pemenntah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pemb1naan Jasa Konstruks1 (Lembaran Negara 
Republ,k Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran 
Negara Repubt,K lndQ'1es!3 Nomor 3957), 

13 Peraturan Pemenntah Nomo, 66 Tahun 2001 lentang Re1nbus1 
Daerah (Lembaran Negara Repubhk lndones,a Tahun 20C 1 Nomor 
t 19, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 

4139): 
14 Pemturan Pemenntah Nornor 58 Tahurl 2005 tentang Pengetolaan 

Keuangan Oa,,rah (Lembaran Negara Repub,k Indonesia Tahon 
2005 Nomor 140. Tnmbahan Lenibaran Negara Republ k 

lndonest" Nomor 4578), 

15. Peraturan Pemennrah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembag .. n 
Urusan Pemenntahan Antara Pemenntah, Pemenntah Oaerah 
Provmsi, den Pemenntah Oaerah Kabupalen/Ko1a (Lembaran 
Negara Republ,< Indonesia Tehun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Repubh~ Indonesia Nomor 4737), 

16 Keputusan Pres.den Republ.k Indonesia Nomor 80 1 ahun 2003 
1en1ang Pedoman Pelaksa'>aen PengadHn Barang/Jasa 
Pemenntoh (Lenibaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003 
Nomor 120 Tambahan Lembamn Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 4330) sebaga1mana tetah d1ubah untuk '<eenam kalonya 
dengan Pernturari Presden Republlk Indonesia Nomor 85 tahun 

2006, 



5 Jas11 l\onstruks, adalah layanan jasa konaultan•I parencanaan pekel}ean 

kon51ruksl. layanan jasa pelaksanaan peker,aan konstruk11 dan layanan Jasa 

konsullans, pengawnsan pekel}aan konstruks, 

6 Pekeqaan r.onstruksl adalah keseturuhan atau sebag,an mngka,an ~ego,tan 

oerencanaan denlatau petaksanaan eesena pengawasan yang mencakup 

~ekeijaan ors,tektural s,p,t, mekan:kal, elek1nkal. dan tata 11n9•ungan mn,ng- 

4 Surat Permohonan Izm yang &elan1utnya d,s,ngkal SPI adali,h swat permohonan 

untuk mendapatk;,n lzin Usaha di btdang Jasa Konstrul<SI yang d•ajukan o•eh 

Perusahaan 

Z Pemenntah Oaerah adalah Bup.,11 dan Perangkat Oaerah sebagal unsur 

penyelen99am Pemenntahan Daerah 

3. P.upa11 adalah Bupa11 Banyumas 

O' 

Pasal 1 

OA;,m Peraturan Daerah ,n, yang d,maksud dengan 

1. Oaerah adalah Kebupaten Bayuma9 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANG IZJN USAHA JASA 

KONSTRUKSI. 
Monotapkan 

MEMUTUSKAN • 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

DAN 

BUPATI BANYUMAS 

Oengan Persetujuan Bersama 

17 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 1e,11ang Pengesahan. 

Pengundangan. dan Penyebarluasan Peraturan Perundang 

undangan; 

18 Peraturan Oaerah Kabupmen Banyumas Nomor 21 Tahun 2000 
tentang Pota Orgamsas, Pemerintah Kabupaten Banyumas 

(Lembaran Oaerah Kabupalen Banyumas Nomor 34 Sen 0) 



11 Perusahaan Jaso Konstru1<~1 untuk sela"i~tnyl d,s.,but Perusaha&n adalan 

ba~an usaha yang bcrgerak d• bldang usaha rasa konstruktt dan mel,put• 

keg,atan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi. Usaha Jasa Petak58naan 

Konstruksl dan Usatm Jase Pengawasan Konstruks, 

12 Perusahaan Cabang adalah Perusahaan yang merupattan baglan perusat>ean 

111duknya dan dapa! m('nandatnngaoi serta melaksanakan kontrak 

13 Pengurua Perusahaan odalah komisaos perusnnaan dan d,reks,/ penanggung 

)swab perusuhaan aesu.,, dengnn a\te pend,nan perusallaan •tau a~te 

prrubahBnnya 

~. tanda bukh pengokuan atas kompetens, dan kemampuan profe1,1 ketramp,lan 

ker1a clan keahhan ke~a pe~eoa-angan dt bidang rasa konsWkSt menurut 

dlslphn ke1lmunn dnn atau kotrampllan te1ten1u dan atau kefungs,an dan atau 

keahllan tertentu 

' 

11 Sert1fikat a~olah 
a tanda bukt1 pengakuan dnlam penetapan klasif1kaS1 dan kual~1kul atu 

kompetensl dan kemampuan u""ha dt bldang 1asa konstrukSi yang berbentuk 

orang perorangan atau badan usaha, atau 

10 Sertifikas, adalah • 
a proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan ternadap ktas1fikas1 dan 

kuahfikasl ,Iles kompe:ens1 dan kemampuan usaha d• bt<lang Jasa kosswks1 

yar.g berbenruk usaha orang perorangan atau badan usaha, atau 

b proses penlla,an kompetens, dan kemampuan profesJ ketramp,tan kerja dan 

keah:,an ke~a aeseorang d• b,dang jasa konstruks• mP.nurut dis,o~n kelimuan 

dan atau ketramp,1.,n tertentu dnn atau kefungstan dan atau keahhan tertentu 

? Lembaga Pengemtlangan Jasa Konstnu<S• yang se,anjutnya d,smg,al LPJK 

adaJah Organisas1 sebagaimana dilTl3ksud dalam Undang-Undang Nomor 18 
tahun 1999 tentang Jasa Konstruks1 yang be<tuJuan unlul< mengembangl<an 

keg,atan jasa konstruks• nasiooat. 

8 lzin Usaha Jasa Konstruks1 yang setan1utnya d1smgka1 IUJK adalah tz,n untuk 

mefakukan usaha d• bidang kon,.truks,, yang d,tert>,tkan oleh Bupali atau pejabat 

yang ditun1uk. 

9. lnstansi Pelaksana adalah organises, yang benugas menyelenggarakan 

pembenan IZll1 usana jasa kOMtruks, yang d,tunjuk oleh Bupat1. 

masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudk2n suatu banguna!I atau 

bentuk fislk lain. 



:? I. Tim Pomb1na Jasa Konstruksl Kabupaten adalah nm yang d,bent.,k oleh Bupai. 

untuk melakukan pembonaan d, 5eluruh Oaerah 

2< Kedaluwarsa adalah suatu a•nt untuk memperol"h sesuatu atau d•bebaskan darl 

suatu penkatae dengan lewalny;, suatu waktu tertentu. 

21 f'ony1d1k81\ adalah sNangke1an bndakan yang ddakukan oleh penyoel< untuk 

menearl aorta mengumpulkan bul<t1 yang dMgan buku yang dengan bukli 11u 
n1cmbuat terang llndak p,daM do bidang retnbuso daerah yang te~adl serta 

menemukan lersangkanya 

24 Penyld1k adalah Pe1abat Polu•• Negara Repub ,k tndones,a atau Pe;a~at Pegawal 

Negerl S1~II tertentu yang d1ben tugas w,,wenang khusus oleh Undang-Undang 

untuk mnlrkukan penykJ1k~n 

2o Peny1d1K Pegawal Negen Srp11 ada'ah PeJabal Pegawa, Negen S1pil tertentu di 

L•ngkuogan Pcmenntah Ooernh yang d,ben wewenang khu5uS oieh Undan11- 

Undang untuk melakukan penyidMn atas petanggaran Pemturan Oaerah 

20 nm Pembina Jasa Konstruksi ProW1s1 Jawa Tengah adalah -rim yang d,bentuk 

o!eh Gubernur Jawa Tengah ur.tuk melakul<an pemb"'8an 

17 legalisati adalah pembenan tanda sah pada rekaman IUJK dar, sesuar dengan 

asll lUJK p,rusahaan 

1 B Bad an Usaha adalah uaean usaha d, bldang ~onstruksi 

19 Se,tifikat keterampllan/l<eahhan adalah tanda bukb per Jakuan atas kompetensl 

ca'n kemampuan profesi keterampdan keqa dan keahhan kcqa orang perorangan 

di bldang jasa konstruksl menurvt d,s,phn ke,lmuan dan/atau keterampilan 

tertentu dan/at.iu kefungs,an dM/atau keahJ,an tertentu 

16 Ouplikasl adalah perangkapan 1abalan lreqa leb<h dan satu perusahaan yang 

mencakup pengurus, penanggung jawab perusahaan dan Penanggung 1awab 

lekrnk 

15 renanggung Jawab Teknlk yang selanjUtnya o,srngl<al PJT adalah :enaga ahll 

alau tenaga teramp,I yang d1'unjuk pmpinan badan usaha untuk bertan99un9 

jawab atas keseluruhan keg,atan teknik badan usaha 

14 P~nanggung Jawab Sadan Usaha yang selanJulnya CIS•ngkat PJBU adalah 

pirnpinan badan usaha yang ditetap!<an sebaga, penanggung 1awab badan 

u:;aha 



' 

(2! Jems usaha iasa konstruks, sebagaimana d,maksud pada ayat (1) me!,putl jasa 

perencanean. 1asa pelakunaan dan 1asa pengawasan konstrukso 

(J) Bcotuk usnha Jasa konstruksl sebegaimana dim11ksud pada ayat (1) mel1put1 

usal\tl orang perorangan dan badan usaha naslonal m~upun a,,ng yang 

berdomis1fl d1 OaerJh 

(4) Klas,fikas, rtan ~11al,f1ka~, usaM ,asa kons1ruks1 seb3ga,man.. d,maksud peda ayat 

(1) mengeru pad• keten1~an yang berlaku 

(I) usahn iasa konslruks, adalah usaha yang bergerak d1 b1dang 1asa konstruks1 

mencakup jnn1s usaha, benlu, usaha, klasrf,kasl dan kuaf,fikas, u.aha rasa 

1,onstruks1 

Pasal4 

BAB Ill 

LINGKUP BIOANG USAHi\ JASA KONSTRUKSI 

P~ngatoran izin usaha jasa konstni<Si bertujuan untuk 

a memb<!rikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk 

mewujudkan struktur usaha yang ~oi<oh, andal, berdaya sa1ng 1Jngg1, dan has,I 

peke~aan konslruksi yang berkuahtas. 

b. mewujudkan tert,b penyelenggarnan kons1ruksl yang menjamm kesetaraan 

kedudukan antara pengguna jasa dan penye<La iasa daJam hak dan kewaJ1ban, 

serta menlngkatkan kepatuhao pada ketentuan peraturan perunda'>g·undangan 

yaog ber1aku; 

c mewujudkan pen•ngkatan peran ma~yarokat d, bodang 1asa konstruksi 

Pasal3 

Pengaturan izln usaha jasa konstruks, berlandas_kan pada asas keJuiuran dan 

keadilan. rnantaat, xeserasran kesembangan, kemand111an. fCeterbu!<an, kemrt:raan, 
kea nanan, dan keselamatan demi kepenbngan masyarakat. bangsa dao nega,a 

Pasal2 

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 



(1) IUJK d,lerbllkan Oi"' Bupa!I mc1.,1u, Pe1,1bal yang d,tunJuk. 

(2i P~nunJukAn pe1abal seMgn,mana d,maksUd pada ayal (1) dotetapkao dengan 

KepulUSO~ Bupat, 

P~sal7 

(J) Peousahaan 1osa konslruk"' tcrdlti atas perusahaa , yang membP.nl<an layanan 

jasa konsu11ons1 perencanaan dan layanan 1as-, pelaKS81\aan xonstruks1 serta 

•aycnan jasa pengawasan konstrul<SI 

(4) Dal3m melaksanal<an keg,atan usal\a J&sa konstruksl sebaga11nana dimaksud 

pada ayal (1) pemegang IUJK wa,ib men1aat1 peraturan perundang·undangan 

yan~ bertaku 

(51 Bar.gunan yang d,pergunaken untuk umum/pubhk t,d~~ d,perbolehkan dengan 

.ola•an apapun untuk d1bangun dengan po!a clll<etJa~an sendlr1. 

(1) .>E>llap orang alau badan huk rn yang akan menyelenggarakan usaha dalam 

b•dang Jasa konstruks, wa1>b memilil<o IUJK 

(2) Bar,gunan yang d,gunakan 1mtuk kepent,ngan umum atnu unluk d1iuaVdrsewakan. 

W>IJlb dilaksanakan oleh peru"'lhaan yang merml ko IUJK 

Pasal6 

BABV 

!ZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

Pelaksanaan pe,nberian IUJK berpedoman pada p<1ns,p-pnns1p sebaga1 beni<ut 

1 lUJK lldak merupakan tambahan s1mpul b rok<asi. 

l IUJK harus mencerrmnkan profes•onaJ,sme pengu$8ha 

3 IUJK horus terkan secara bad< oengan kegcalan sertmkas,, 

,I IUJK dibenl<an berdasarkan kla;1fikas1 usaeanva. 
< IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dun:a usahil jasa konsl'Uksl, 

6. llJJK merupakan upaya alat kontrol terhadap kegiatan Lembaga. 

Pasal5 

BABIV 

PRINSIP PELAKSANAAN PEMBERIAN IUJK 

~. 



(1) Perusanaan pcn1orpng IUJK .-a,11> menyampaikM laporan ~epada Bupat1 lew~1 
1nstans, p ,taks.,na pembenan IUJK yang berupa 

a Lapor~n 1.1111111, ,n y,ng u,la,uk.in set.aµ okhir l~hun .11.,u bulan Oesember. 

Paaal12 

BABVI 

PELAPORAN 

(1) Perusahaan dengan status Cabang dan ,ng,n beroperas1 d1 w,1a1ah Kabupaten 

wa)tb memll1k1 kfastftkas1 dan kuai,fil<aSt usaha yang sesua, dengan klaslfikast dan 

kualtflkas, usann yang d,m,t,k, oleh kantor pusalnya 

(2) Perusahaan dengan status cabang harus memf.,k, turunan IUJK daM IUJK kantor 
pusatnya yang d1t~rb,tkan Ol.!h Bupatu\va• kola dimana IUJK tersebut drte1t>olkan 

(3) Turunan IUJK sebaga,mana dimaksud pada ayat (21 adalah dupl kat aslt dan tUJK 

yang mempunyat keab5ahan sama dengan IUJK ashnya 

Pasaf 11 

tUJK mempunya, masa berlaku selama 3 (t,gaf tahun dan dapat d,perpan;ang untuk 
setiap kaf, habis masa berfaku 

Pasaf 10 

(1) Pelayanan pembenan IUJK o,falcsanakan senap hanljam ke1Ja 

(2) Proses pernberian IUJK d,perlukan waklu selama 6 (enam) han keqa atau pallng 

Jama 30 (t,ga puluh) han keqa terhitung se1ak d,terimanya Surat Permohonan lz,n 
(SPI) setelah persyaratan lengkap 

PasaJ 9 

IUJK d1,erb1tkan untuk perusahaan yang beroom1s1 cf Oaerah 

Pasaf8 

o, 



Tata eara dan persyaratan permohonan IUJK d,atur le!><h lan}ut dengan Peraturan 

Bupa11. 

Pasal 14 

BAB VIII 

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IUJK 

'lo,, 

(4) Pe}abat yang menandalanganl IUJK adalah Supat, atau Kepala lnstans, yang 

ditUl1JUk 

(5) OolAm men,alenkan tuga• sebaga.mana dimauud pada ayat (1) d,banlu oleh 

suate Tim Evaluas1 Permohonan IUJK yang d,tetnpkan Oleh Kepata lns1ans1 yang 

rl1tunJuk 

( 1) Penyelenggara pemberlan tUJK d11aksanayan oleh lnstansJ Pelaksana 

(2) lns:Snsl r>elaksana sebag31mana d,maksud pada pada (1) adafah un,t kel)a yang 

tugas dan rungs,nya membldang, penzman dan d11e1ap1<an dengan Keputusan 

9upall. 

(3) lnstansi Pelaksana Y3ng benugas menyelenggarakan pembenan lZlR adalah 

ln~t~ns1 yang dnunjuk oleh Oopnl, 

Pasal13 

BAB VII 
PENYELENGGARA 

t2) Pengguna JasaJP"mben pekelJaan wapb menyampail<a" onfonnas, 1en!ang 

adanya pek-:irjaan konstruks1 atau pela'<sanaan pekerjaan konstruks, kepada 

Supau 

c, laporan Perubahan data perusahaan d1laku<an paling iamba1 1d han setelah 

adanya perubanan 

b. Laporan pe•aksanaan pekel)aan di luar daera:, d11aku<31l setelah pekel)aan 

seJess,~ 



(I 

Penetopan s\ruklur dan buaran 1arrt retrobus• dengan rrempen,mbangkan ra•a 
keadllan kepada maoyara~al dampal< terhadap pengembangan keg1atan uoaha, 

blaya peneht1an don perenCJ1runn, blaya b1mb1ngan dan pemb,naan, blaya 

pcngawasan ean petapornn 

Pasal 18 

Re1t,bus1 tzm usana Jasa Kons1ruks1 d,golong,an seb1tga1 Retnbusl Jasa Umum 

Pasal 17 ...... 

(1) Orang pnbad, atau badan yaog mengaJu,an IUJK d,pungut retrobusl sebaga, 

pembayaran atas pelayMan pemberian IUJK 

(2) Obyek retribus, adatan petayanan Pemennl1t'> Oaerah alas pembenan IUJK 

kepada orang pribac, ntau badan 

(31 Subyck retnb,•sl adal,1h ora<19 pnb.,d1 atau badan yang memperoleh 11: JK 

Pasal16 

BABX 

RETRIBUSI IZIN USAHA 

... 
0 

( 1) Perusaha1n harus menyampa,kon permohonan perpanJangan, perubahan data 

dar. regtSlrasi selambat-lambatnya ,~ (empal betas) hart sebelum hdbis masa 

berta~uny& 

(2) Ta!Jlcara perpan1an93n, perubahan data. dan regoslras, d1atur ieb,h tan1ut dengan 

Peraiuran Bupab 

Pasal15 

BABIX 

PERPANJANGAN 



t 

S'l11ap pelanggaron terhadop ketentuan Peratucan Oaerah 1n1 d,kt!nakan sanksl 

b~rupa. 
1 Pryrlngaton 1crtul,s, oorupo tcguran tetlllldap petanggoran yang bers,fat r,ngan 

sah1ngga todok menghent,kan dan men,adakan hak t,erusana perusanaan. 

Pasal 21 

BAB XII 
SANKSI ADMINISTRASI 

111 Pembayaran ret11bus1 dan denda sebaga,mana d,maksud dalam Pasal 19, 

dllakukan ke Bendaharawan Penenma yang d,tuniuk oleh Bupall dan 1angsung 

<lllakukan ol"h perusar.aan 

(2) Oalam jangka waktu 1 • 24 Jam bendaharawan penenma b,aya admm1stras1 dan 

Roglstrasi IUJI< wa1,b menyetoc k& Kas Da<en1'1 Kabupaten Banyumes dan 

membuat Laporan Pen;,nggung,,,waban Pe,,.,,imaan Keuangan kopac!a Bupat1 

Pasal 20 

BABXI 

TATA CARA PEMBAYARAN 

(2) Oenda untuk bap-llap bulan keterlambalan perpan1angan/perubahan data set>esar 

dua per seratus (2%) can kewaJ,ban pembayaran retnbus1 

NO KUALIFIKASI USAHA I TARtF RETRIBUSI 
1 Kec,I Rp 500000,· -- - 
2 Menengah Rp 1000000.· 
3. Besar Rp I 500 O(ll), • I • 

h. Jasa Perencana /Jasa Penga,·,asan 

NO KUALIFlKASI USAHA TARIF RETRIBUSI 
1 Kecd I Rp. 1000000.- 
2. Menenggh I Rp. 2000 000.- 
3. Besar I Rp 3 000 000,- 

(1) Slruktur dan besamya tarif re!nbusi adalah sebagai berikut 

a Jasa Pe!aksana Konstruks, 
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2 Bog, perc,ahaa~ baru lernyata sejak d,benkan IUJK tidak atau t>elum b•sa 

berusaha mondapatkan pekeqaan konstruksi; 

1 PerusahMn sr.rt;mg d,penk$., oleh lembaga perad,tan karena dodal<wa 

melakukan t,ndakan ptdana ekonoml atau perbuatan ta,n y~ng berke,tan 

der gnn keg,atan perusahaan 

4 Porusahaan p,;megonQ IUJK menyerahkan petaksanaan pe,er1aan pada 

perusahaan lain tanca perseluJUan dan pemb<'n •eqa 

5 Perusahaan temyat;1 Udak mempunya, penanggung Jaw~b tesn,• 

5 Oalam Jangka waktu 3 (hgaJ tahun se1a1< pembenan tUJK. perusahaan belum 

dapat rnernulai keg,alan operast00alnya 

6 Terdapel dupl,Kasl pengurus dan penanggung 1awab perusahaan maupun 

penanggung jawab tekn1k perusahaan 

b Pelanggaran yang bers,fat sednng 
Perusahaan yang melakul<an pelanggamn wt-agamana d,maksud pada huruf 

a dan telah mendapat penngatan te'lut,s set>a'.1)'llk 3 11,ga) <al, dengan 

tenggang wakl11 maslng-mas,ng 1 (satu) bulan namun tldak memenuhl 

kewa11bannya dan tidak meng,ndahkan pe11ngatan yang d,sampa,kan. 

3 Perusshaan bdak melaport.an keg,atan pe<el)aannya yang d,luar daerah, 

4 Perusahaan udak memenuhl kewa1a>annya menyera~kan lapora~ tahunan 

selambat·l~mbatnya 3 (t,ga) bulan se,alc hab•snya waklu pelaporan tahunan, 

Kriterla pelanggaran sebaga,mana d1mai<sud dalam pasal 19 d1 atas sebaga, benkut 

a Pelanggaran yang bersifat nngan 
1 Perusahaan tidalc memasang paean nama tempat pekeqaan ddaksanakannya 

2 Perusahaan tidak melapockan perubahan data perusahaan: fl 
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2 Pembekuan IUJK, berupa pengenaan sanlcs, terha<lap pelanggaran yar,g bers1fat 

sedang sehmgga perusahaan diba:as, hale b<>rusahanya untuk s,!llletllara waktu, 

3. Pencabutan IUJK berupa pengenaan sankSI ,emadap pelanggaran yang bersdat 
~erat sehmgga menladakan hak berusaha perusahaan, 

4 Soluruh pelanggaran-pelanggaran l~ul d,atas harus diumumkan kepada 

masyarakal atau dioacan pengumuman ,nstms, penerb,t lUJK 



.. 

I} Peru%haan pemegang IUJK secar• se~ga1a merumuskan pe1,nggaran 
pcnyerahan pela~sanann peker1aan pada perusanaan lain ,anpa pereelaJuan 
dan r,embcn kerJa arau menguL1ng1 kesalahan yang sama. 

9 Perusahaan pemegang IUJK telah secara senga:a atau membuat keket,ruan 
dolam ,ielaksanaan pekerJHn yang mengaklbatkan obyek peke~aan 
mcnga~cung cacat atau mengaramr proses kerusakar. yang sangat cepal, 

10 Terbukb perusahaan yang 1er1<ena sankst pembekuan IUJK I sanksl bersdal 
sednng top, n1as1h m"nc,1r1 pckcrjaan i11n • 

bersangkulan 

7 Perusahaan pcmegang IUJK me<nlnJ8mkan IZinnya kepada perusahaan lain: 

- ,..., 
• 

e Dalam hal scbaga1mana angka 7 hurul a dliasukan, maka harvs ada serah 
terima penanggung Jawab peiaxsanaan dan P JT PeruS3haan ~epada 
penanggung Jawab te'~nik lain yang drtunJuk 

._O c. Pelanggaran yang bersitat berat 
Terbuktinya bahwa IUJK d1peroleh dengan cara melanggar hukum: 

2 Perusahaan d1kenakan sanks, olr.h l<,mbaga karena dokumennya tidak benar, 

3 Perusahaan telah d·1atuh, hu,uman Oleh lembaga peradlian yang telah 
mempunyal kekua!an hukum !ctap: 

4 Perusahaan yang tel~h lama berd,n dan memperoleh IUJK temvata ca.am 
1an9ka waktu 3 (t,ga) tahun seiak dlbenkan IUJKnya perusahaan tdak 
m'lmp,1nyal keg,aran usaha d• bidang 1asa konstruks,, 

5 Perusenuan d1nya1akan pauu: 

ti Perusahaan tr,myata lldak memenuhi lag, persyaratan minim~ yang 
rjltetapka11 untuk kegiatan US3ha can atau dlbidang peker1aan yang 

b. Un1uk perusahaan non kecil 1ernya1a Penanggung Jawab Pec.,ksanaan 
Pekeqaan t1da% mempunyal sert,f:ka: keterampuan atau •eah ian yang 
dikeluarkan oleh lembaga , 

7. Pada saat melaksanakan pekeqaan ko~strui<s, 
3 Unluk perusahaan kecll temyata Penanggung Jawab Proye• bukan 

Penanggung Jawab Tekn'k perusahaan terseect: 

B SBU temyata lldak sesual dengan aturan noona yang d -.e•uaman o!eh 
Lembaga 



(1) Lt:gali!~!I tUJK dapa1 d1b,mk,1n ""'"" m<:ng,kut, pcrsya1n1an pclelangan / i.eleksl 

~murn, pemihh,1n /~cleksl terbatas pem,1,1,an /se'f'ks1 lang,ur,g dan penun1ukan 

1an9sung 
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BAB XIII 

LEGALISASI 

c tnstansr pelaksana menyebarluaskan pemt>ertakua" kemba I IUJK 
perusanaan yang bersar,g1,ul~n kepadA pengguna jasa Aso;,as, dan 

Lembaga P>n11eml>8ngan J,,,a Konslrul<si 

t5) Pemberlakuan kembali IUJK sebagamana d1maksud pada ayat (1) d1atur 

sebagai benkut 
a Perusah~an dapat menga1ukan permohorlan pemt>..,rlakuan kemba'• IUJK 

secara 1erlulis kepada tnstans, Pelaksana 

~ Setelah melalu1 penel,t,an dan pen11;uan pelanggaran dengan has•I telah 

memenuhl persyaratan sesua dengan keten1ua, yang berlaku, maka 

1n5lans1 pf!laksAM membf!nk.,n aural pemberla~uan kembaG IUJK, 

a Perusahaan telah mengindahkan penngatan 1eguran dan metaksanakan 

kewaj1bannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

b P~rusahaan dinyatakan bdak terbukb melakukan hndak pidana ekonoml 

sesual dengan keputusan .embaga perad~an yang 1elah mempunya, 

kekuatan hukum tetap. 

(3) Perusahaan yang ternyata tidak memJ ki P JT maka SPPJT nva d,cabut ean 
otomaus IUJKnya d1bekukan 

(4) SPPJT dopa! d,benkan ~embali bdamana te13h d1penuh1 penun1ukan 

Penanggung Jawab Tekn,k Perusahaan atau telah digant. 

" 

(1) IUJK yang telah dibekukan dapat d,berlakukan kembali, 

(2) Krrtena untukdapal dibcnkan sebaga,mana pada ayat (1) adatah: 
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1'I Perusahaan telah tereatat bga kall ditermn datam melaksanalcan peke,jaan d, 

proyek konstruksr bdak mempunya, PJT yang dnugaSi<an ke pekeqaan 

konstruksr 
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i2) Ma3yarakat berkewa11ban untu, 
e menfaga ketertlban dan memenuh, ketentuan yang bert&Ku di bldang 

pc,laksanaan jasa konstru~sl: 

b turut mcncegah le')ad1nya peke.,aan konstru'<sl yang memba~ayakan 

kepentlngan umum 

(1J Masyarakal berhak untuk 

a. melakukan penqawasan uniuk mewujud'<an tert,b pe;aksanaan 1asa konstruks,. 

b memperolch penggant,an yang laya, atss kerug,an yang d<alaml secara 

langsung sobagar akib:n penvetenggaraan pcker;ann koci<;ttuksi 
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BAB XIV 

PERAN MASYARAKAT 

e le9ahsas1 d1tandatangaru oleh Kepala lnstans, yang meoerb tlwn IUJK atau 

PeJabal yang d1 lun1uk 

d lnstansl pelaksana membubuh~an cao tanda legal sasi kepada perusahaan 

yang IUJK ll!lah memenuhl pe,syarat~n dan sudah memenuhl ketenluan 

yang sudah berla<u. 

(4' Legansasl tanpa d,pungut b1aya 

(5) Tata cara pe'aksar.aan legalisas, adalah sebaga1 benkut 

a Perusahaan menga1u!<.ln legaisas, IUJK kepada lnstans] Peiaksana, 

I>. Pada waktu menga)ukan permohcman legaLsasl, rekaman IUJK yang 

disampaikan untul< iegatisasl harus scsuai dengan as~nya dan dcngan 

menun1ukkan asfinya 

c. Penrsahaan telah memenuh1 semua ketentuan yang d,syaratkan seperu 

laporan tahunan dan kewaJlban lamnya . 

(2) legalisas, dlla~ukan oten lnstans1 Pela!<sana Penerba IUJK. 

(3) Legalisasi dapat JlJQa d•benkan untui< perusahaan yang 12m usana jasa konstruksl 

(IUJKJ terkena sanks, nngan dengan xetentuan perusahaan yang telah 

melaksanakan kewai1bann~-a sesuai der.gan kelI!ntuan yang ber1a1<u 

0 . 
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Ir I Pt>lari~goron lcrhadap kutentuan aebaga,mana d,maksud :lalam Pasar 6 ayat (1) 

d1anc.1m dengan pidana kurungan selama-L1manya 6 (enam) bulan atau d!'nda 

sehng91-l,ngg1nya Rp 5 000 000.00 ( l,ma Juta rup,an) 

(2) T,ndak Ptdano sebago,mana drm1tksud pada ayat (1) edalah pelanggaran 
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BAB XVI 

KETENTUAN PIDANA 

(1) Pcmbmaan d, b1dang konstruks1 d1benkan oleh Bupat1 atau lnstans, yang drtunJuk 

(2) l'embinaan sebaga,mana yang d1maksud pada ayat (1) d1lakukan dalam benluk 
pi:ngaturan, pemberdayaan den pengawasan 

(3) Pemb1naan sebagarmana d,ma•sud pada ayat (1) dJaksanahn pemantauan 

evaluasl dan laporan secara berka a temaoap peru<a~aan iasa kon.truks1 bail( 
, berOasarkan laporan sumber-sumber Ja,n ataupun has1I pemenksaan dan ... 

petugas ataupun ddokukan secam meodadak dan set,ap saat untuk menjam1n 
kepastran berusaha termMuk keberadaan tenaga pena,,ggung jawab te~mk 
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Pemblnaan lerhadap usaha iasa konswks, bertujuan sebaga' benkut. 

1 Tercapainya mutu hasil produksif~erja sesua· oengan standar bangunan yang 
berlaku d1berbagai bngkalan. 

2 Menlngkatkan efekhfitas dan er.soens, tennasuk prOduktdr.as usaha o.t>,dang 1asa 

kcnstruks] s~hir<jjga dapat mewu,udkan keg,atan usaha yang profesional, 

3. Tcrcapa,nya keseras,an sumber daya alam dan hngkungan hidup; 

4. Memberikan kesempatan kepada masyaral<al un1uk berusaha dengan tertlb dan 

biiamana lldak dapat memnuh1 ketentuan maka dopersilahkan untuk mem,hh 
bidang usaha lain yang tersedia d1 Kabupaten Banyumas, 

5. Men,ngkatka~ tonaga teknlk seoaga, PJT yang sesuai keterampilan l!,eahl,annya 
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PEMBINAAN 

BAB XV 



II 

IAeminta bantuan tenaga ahll daiam rangl<8 pe;a,sanaan tug"\s peny,d1kan 

Undak p1dana d1 b1dang penzman, 

y M,inyuruh berhent1 dan atau melarang oeseora"!j men,nggalkan ruangan a1au 

lempat pada saa' pemenksaan sedang ber•angsung dan memer,ksa ldenutas 

orang atau dokumen yang dobawa sebaga<nana d,maksud P"da huruf e. 

h Memotret seseorong yang berka.tan dengan ~ndak p,dana penz,nan, 

I Memanggll seseoreog untuk dldengar keterangannya dan d•penksa sebaga, 

tcrsangkn atau saks,, 

MPnghen11kan peny,d,kan, 

!, Melakukan llndakan la,n yang perlu untuk kelancaran penyrl,kan bndak pidana 

~I bldang perizlnan menurut hu,um yang dapat dipe,1anggung jawabkan. 

( 1) Pejabal Pegawai Neg en $1p1l tertentu d• lmgkungan Pemenntah Daerah yao>g 

diberi wewrnang khusus sebaga, penyid,k untuk melal<ukan peny1d1kan dugaan 

adanya tlndak pidana di bidang pen2Jnan 

(2) Wewenang penyid k sebaga,mana dima1<sud pad a ayat (1) adalah 
a. Menenma mencan. mengumpulk3n serta meneut, 1<.eterangan atau laporan 

berkenaan cfengan l1ndak podana di bidang penzinan agar ke1erangan atau 

taooran tersebut mensad, leb,h lengkap dan )l:iaS 

b. Menebt,, mencan. mengumpul~an kelerangan ,nengenai orang pobad1 atau 

perosahaan ientang kebenaran perbualan yang dilakukan sehubungan dengan 

hndak p1d.1na di bidang penzonan tersebut. 

e Mem1nta keterangan dan barang bukb dan orang pnbadl atau perusahaan 

sehubungan dengan 1,ndak pldana d1 bidang penzman. 

d Memenksa buku-buku eatatan dan dokumen-doKumen ta,n yang berxenaan 

dengan hndak p1dana d1 bidang penz.,.,an, 

e Melakuka, penggeledahan unluk mendapatkan barang Dukh pembukuan, 

pencatatan dan dokumen·d~kuroon tain. seno melakukan peny,taan terhadap 

barang bukb tersebut, 

0 

Pasal 29 

BAB XVII 

PENYIDIKAN 



(4l J,k.i has•I p<Jnqeeckan ntau pemel'lks.,an meoy,mpulll.an bnhwa SRU ynng 

dl8JUkan oleh perusahaan ternyala tldak benar kMena ada perubahao atau data 

tertera dalam SBU l!dak sesua, dengan has~ pengecekan atau pemer•k5aan 

l~pangan, Bupat, 111au PC]abat yang d•tun1uk narus menotak permohonen 

rc•usahaon trrsebul arau 1,kn tc~ih d•kl!lu~rkM ma,a IUJK nyn d1bE'kukAA untuk 

d1perba,k1 

c. 1umlah kumulatol pengataman perusahaa~ denga" memenksa kontra•· 
:1ontrak asll yang dirniLik1 perusahaan ur.:uk memenuhl Kuai1!1ke11 yang 

dll>erikan olet, LPJK 

(2) Oalam pelaksa,,aon pengawa-s,,n, Bupa11 atau Pe1abat yang <11!ulljuk membuat 

suaiu pedoman sebWJat acuan untuK me!akukan pcogaNasan. d,scbut sebagal 

"Pedornan U,num Pengawasan Penerb•lan dan Penggunaan IUJK" 

(3) Bupah atnu PeJdbat yang d,tulljuk mengecek atau memeoksa ke lapangan 

kebonaran data yang torten, dalam SBU yang d•ben•an oleh LPJK dengan 
mengacu pada norma LPJK yakm mengevaluas, bldangJsuo t>>dang dan 

kualifikes,nya dengan perus;.h.aan harus membukt1i<.er; 
e persyaratan Jumlah kekayaan bel'llih perusahaan 

e jumlah don nama 1enaga keqa yang d,persyaratk~n. 

( 1) Bupat, etau Pejabat yang d11un1uk memrl,kt wewenar.g untu~ n'elakqnakan 

pergawasan penerbttan IUJ'< dan penggunaannya disehap peke~aan 

konstruksi 
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BAB XVIII 

PENGAWASAN 

n. Peny,dik sebagalmana dimaksud pada ayat (1). membentahukan d1mula1nya 

penyidikan dsn penyampaian has;I peny,dikannya kepada atasan yan9 

menugaskannya atau sesuai dengan »eientuan yang bertaku 

Penyid1k dapat memberhenukan pekeqaaa konstrursl yang sedang dikerJakan 

oleh perusahaan j1ka ddemukan ridl<ast '.ldanya penympaogan penr.nan rru; 

rn Salah satu hal yang menia<f• rugas peny,d,K pegawa1 negen sip~ adalah 
kebenaran darl kualmkas, yang d;bertkan kepada perusahaan dan direg,stras, 

oleh LPJK; 



(1) Aacnn usoha 1as~ pe~iksana konslrul<s1 asing hatuS bcrbentuk badan hukum 

i'e1seroan rereaias dar. d,oersamakan dengan perusahaan nas,onal wa,,b 

mempunya, IUJK s"sua, deng;n ket,ntuM yang bertnh, 
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BAB XIX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(11) Ketentuan pemantauan mutu ean ~,ner,a perusal\aan meng,kutt norma 
Pornturan Perund,.ng-undangan yang bertal<u 

(10) Laporan sebaga,mana d,ma~sud pada ayat (9) IE.rmasuk pelai<sanaar> mutu 

pcKerjaan d~n pelai<sanaan Keselamalan dan kesehalan ker,a dalam 

meiak~anaknn pekenaan kons1r\ll(s1 

(9/ Setlap bulan lnstans, yang ada d1 daerah yang mengguoal<an jasa perusahaan 

iasa konslruks1 WSJ•b melaporkan kepada instansi pcnerblt IUJK unluk dalakukan 

pe,Mntauan k,nertanya lenn,suk n,la1 peken,aan. ~emaiuan pe,e~aan yang 

d,daserl<an pada curve S untu? d1tak,,ltan pemantauan 

(8) Bupall alau Pejabat yang d,lunJu( menega<kan pnns,p part,s,pas,. kesetara.an, 

transparasi dan akunlabtlrtas publlk datam pengolahan penerbrtan IUJK dan 

pengawasan usaha perusahaan yang ada di w!ayahnya . 

\DJ Pemenn1ah Dacrah meng,rim~.in secara tertufis ke _PJK Daerah Paovms, Jawa 

Teng~h dan Oepartemen PU cq Kepala Sadan Pemb,naan KQnStrusa dan 

$umber Daya Manusia bahwa perusahaan bersang,utan telah tidak sescai 
dengan kenyataan pemenksaan seh1ngga harus segera d,Jaku<an perba Kan 

atas has,! pengecekan atau pemerksan lapangan. 

(7) Bupatt atau Pejabal yang duu,,juk meng1nm 1 (salu) kaH setahun laporan 

penerbatan IUJK dan penerb,tan san<sl serta evaluas, pemenksaan lapangan 

bc,dasarkan Peraturan Daerah ani kepada OPRO den Tom Pembina Jasa 

Konstruksi Tingkat Provins, 

(SJ Bupati atau pejabat yang d1tun1u'< melaKu~an anspeks• xe seluruh pembanguran 
pekeqaan konstruks, yang seoang cfla~sanakan untuk memasnlran bahwa 

pemberian IUJK ~dak disalahguna~an serta tercapa,nya mutu produk hasil 

pekerjaan 



,, 

Hol-hOI yang br.lum dr.itur dal~m peraturan daerah ,ni, ~ep~n1ang mengeneu 

pelaks.lnaannya d,atur dengan Peraturan Bupalr 
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BABXXJ 
KETENTUAN PENUTUP 

(JI Tenaga tekn1k S..'bilgmmana d,ma«ud pada aya: (2) harus berdom•s ~ d• w,layah 

Ksbupaten/Kota d,mana Badan Usaha berdom1S1h atau Kabupa•en11'ota ~ng 

berdekatan yang dapa1 d1;angkau se1,ap hannya <lengan mudah 

G Surat Keterangan sementara yang d•ke!Uarl<an oleh Kepala O,nas yang 

menyalakan yang bersangoutan kompe1en M.'baga, PJT dengan masa laku 

paling : .. ma 1 tahun 

(2) Oal~m Hal Sert1fika1 l'eahhan dan atau Sert,fikat Keterampdan belum cukup d1 

w,layah kabupalen maka dapat drpergunakan sementara waklu 

a Surat Kelerangan Pemberdayaan PJT. 

b Sert,fikat Pendld,~an den Pelahhan dengan maier! mana;emen konslruksl 

yang d1keluarkan oleh Pusa1 f'elahhan jasa konstrukso atau Pusal 

Pombinaan Kompelens, Keli,mmp,~,~ BPKSOM Oepar1emen Pe~eriaan 

Umum, 

(1) Selambat-lambatnya 3 (t.ga) b .. .an se1ak d1undangkan Peraturan Daerah rnl. 

maka IUJK yang d·keluarkan berdasarl<an Peraturan Perundang-undangan 

debelum Peraturan Daerah in, d1nyata'<an bdak berlaitu •ag, 
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BAB XX 
KETENTUAN PERALIHAN 

(2) Instansr Penerbrl IUJK wa11b melai.u<an <00rd1nasi dan ITl(!laporl<an kepada Tim 

Pembina Jasa Konstrul<si yang dlbenluk dr Kabupa:en, di Tingkat Prov,nsi car do 

Tingkat nasional 
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Diunda'll,kan di PuM<Okrr-1:o 
pa~a taru;gru. 1q .r ,nuarl ?CJ(l!I 

Plt.SEKRrl'AftI0 DAmAH 
KAJJIJP A TEN B~fY\JN AS ~~,-- 
HM.3ANTOSO,SH,M,H\.lll tj' 
Pem-.ina u tamn Muda 
~IP.Ci10 IS} dj9 

LENHAF.MI OAERAf! KAill!'AT?ll !lAflY\IMAS N('l-:OR 1 Sr.I C 

ARIS SETIONO 

O,tetapkan d, Purwoker.o 

pada tanggal 19 Januari 2008 

BUPATI BANYUMAS 

Peraturan Daerah in, muta, berlaKu pada tanggat d,andang<an 

Agar seuap orang dapal mengetahur, mernenntahkan pengundangan Peraturan 

Daerah lni dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupate'I Banyumas 
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Pede ssat mulai berlakunya Peraturan Daerah ,ru malo Peratur~n Daerah 

Kabupalen Banyumas Nomor 8 Tahun 2001 tenlang Retnousl lzin Usaha Jasa 

Kc,nstruksl (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001Nomor 1 Sen C) 

dicabot dan d,nyatakan tidak berlaku lag, 
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Jasa kunstrul<s, mempunya, peranan strateg,s dalam pembangunan 
nas,onal dan banyak dtmmat, oleh anggola masyarakat di berbaga bngkatan. 
seba!)a,mana terllhat dan mak,n besamya 1umlah perusahaan yang bergerak a, 
b,dang usaha Jas, korn.trul<si Pen1ngkatan tumlah perusahaan tersebul temyata 
belum dukutt dengan pen,ngka!an kua'1f,kasi dan ktneqanya, seh,ngga perfu 
dllakukan pembmaan bRlk terhadap l)<lnyed,a jasa penggul\a 1asa, maupun 
masyarakal guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan 1ugas dan 
rungs1 serta hak dan kewa11ban mas1ng..m..!ls1ng d:tn reerungka:1ka,n i<emsmpuan 
<falom mew1.1judkan tcrt,b usaha jasa konstflJ~s,, 1et"1D penye1enggaraan pekerJ&an 
kons!ruksi dan tert,b pemanraatan hasil l)<lker,aan korislrul<s, 

SoJalan deng~n ""mak,n men,ngkatnya 1untutan masyarakat akan 
perluasan cakupan. kual,tas hasil maupun tertib pembangunan. tclah membawa 
konsekuensl, tuntutan ef1s1ensi. tertib penyelenggaraan. dan kual,tas has I 
pekeqaan konstruksi S~lain rtu tata ekonomi dunia 1elah mengamanati<an 
hubungan keria sama ekonom, 1n1ema11onal yang semak,n terbl.l<a clan 
member,kan p<'luang V""9 s~mak,n fuas bag11asa korn;lrukst nas,onal 

Bedasorkan Peraturan Pemenntah Nomor 28 Tahun 200C tenta,>g Usaha 
Jan Peran Masyarakat Jasa Konstruksl dan Peratura~ Pemer,ntah Nomor 30 
Tahun 2000 tentang Penye1en99"aan Pemb,naan Jasa Konstruks,. Pemenntah 
Daerah berwenMg untuk melaku,,,n pemb,naan dan pen;iawason terhadap usaha 
JMA konstruksl Seba9a, pedoman dalam pembenan IWK telah c1,terbitkan 
Kcpufusan Mcnlcn r>ekcrrnnn Urnum Nomor 1 ~9/KPTS/1988 ten1ang Pelaksanaan 
Ketontuan lzin usana Ja,a Konstruksl dan Keputcsan Menten Pennukn,an dan 
F'rnerana Wllayah Nomo, 369fl(PTSIMr.1001tentanq Pedomoo Pnmbennn 11,n 
Utaha .lasci Konstruk!i1 Nas,0t1.al 

Maksud dan tc1111.m Pe1.1turan Oaerah tenlang lz,n Usaha Jasa Koostruksl 
lnl 9,Ja1ah untuk m-0mbef1kan acuan bag, Pemennta!\ Dara!\ datam pemtienan IUJK 
911na mehndung, kcpenltny,1,1 nusyara,mt dan l)<lmb1naan d1 bidang ,a, 
konstruf.s1 seh,ngga tcrwuj,.tl tcrt b penvelertflll&rllan konltflJl<si yang menJam,n 

I. PENJELASAN UMUM ' 

PENJELASAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 1 TAHUN 2008 

TENT ANG 

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI 



Cukup1e1as 

Beg un,1 ke~a yang menye;enggara•an 
peke,,..an konsuukSI d11a1arannya dova,1bkan 
mem~nkan ,nformasl odBll'/8 perusahaan 

yang =laksantik4!1 peke~aM 1<on11ruks1 

Pasat 12 Ayat (1) 

Ayat (2) 

1-',•sal 1 1 

Pasal 8 

P~s,19 

Pasal 10 

Pas1'17 

lvn Usaha Jasa Konstrvks• merupakan 

pembenan wewenang kepada penyed,a Jasa 

untuk me'aksanakan peke~aan konstruksl 

untuk ba'lgunan yang d1perg•1nakan untu~. 

kepent,ngan umum atau d11uaVd,sevr.,kan 

Cukup ie:as 

Bangunan untuk ,....urn!pubt,k todak boleh 
11ke~a1<an sendin oleh pemlt,k bangunan, 

namun harus d,keriakan oleh jasa c-saha 

yang tetah memihkl IUJK 

Cukup ,eias 

Cul<up ielas 

Cukup ietas 

Cukup1et•s 

Cukup ,eias 

Aya, 13) s/d (4) 

Aynt (5) 

Cul<up ietas 

CukupJelas 

Cukup1elas 

Cu·:up ietas 

Cu<up 1e'3• 

f':lsot :;> 

Pasa;J 

a Pasal4 

Pa~al5 

Pa,at 6 Ayal(1) 

Ayat (2) 

in, 

Pasat .,, memuat batasan pengeman 
dengan maksud untuk ten;1pta satu 

pena',;iran datam metaksanakan peraturan 

Pasal 1 

tl PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

i<esetaraan kedudukan aniara pengguna jasa dan pcnyed,a jasa dalam tiak dan 

kewapban. r,ieningkaikan kepatuhan ke:entuan peraturan yang t>eMaku serta 

mewuJudkan pen•ngkatan peran serta masyara>.at d1 btdang jasa koosUtJks, 

r 



konslruks1 yang mem'il<I kekayaan bersm 
sampal <1engan R:, 200 000 000 - (dua 
ralus Jula n,p,ah) di luar tanah dan 
bangunan dan berhak untuk melakukan 

suatu usaha pemborongan Jasa 
konstruks1 dengan nomma sampa1 
d~ngan Rp 1 000 000 000.- (satu m,lyar 

rupia~} 

MENENGAli" adalah sur.tu usaha JS.a 
•onstruks, yang mem1hk1 kekayaan bers,~ 

d, atas Rp 200 000 000.· (dua ratus JUla 

rupiah) do luar lanah dan bangunan dan 

berhak unlc• melaku.an suatu usana 

~mborongan 1asa konstn.ks1 d, alas Rp 

1-000 000 000,• (Salu mdyar rupiah) 

sampa1 dengan Rp 

3.000 000 000,· (loga m1lyar rupiah) 

"BESAR' adalah suatu .isaha ia<a 

konstrukst yang mem 1k1 kekayaan bers1h 
d• atas Rp. 200 000 000,· (dUII raius 
1u1a rupoah) d1 lunr 1anah dari bangunan 

dan berha~ unluk melakukan euatu u!18h<1 

pembotongat1 jasa kon,truks1 dengan 

nomnal di ata• Rp. 
3 000.000.000.· (toga m,lyar 1up,ah) 

cukup r•as Ayal 12) 

adalah suatu usana J•sa ·KECII" 

Pasal 16 

Pasal 17 

Pasal 18 

Pasal 19 Aya1 ( t) 

Pasa! 15 

ke;,ada per.ert>,1 IUJK bag, proyek 

pernennta~ se:elah SPK I Kon:,ak d'ber,,an 

Cukup jf!laS 

Cukup jelas 

Cu~up ietas 

Cu~upjelas 

Cukupjclas 

Cu,up1elas 

Pasal 14 

• 



l!I 

Cukupjelas 

Cukup ielas 

CukuPJclas 

Cukup1elas 

Cukup 1elas 

CukupJelas 

CukupjClaS 

CukUI) jetas 

C.'kup 1elas 

Cu,up jelas 

Cukupjefas 

Cukup 1elas 

Cukup1eL1s 

Cukupietas 

Cu'<up jelas 

Cu,up jelas 

Cukupjelas 

yang <1maksud dengan lteg,atan operas.enat 

adalah semogl<aian keg,atan operas,onal 

mula, dari meng,t.ib penoaftaran sampa, 
denga~ melaksanakan pengadaan 

barangljasa, ba•k yang d~aksanaltan olen 

pemennlah maupun swasta" 

Cukup ie•as angka 6 

Huruf b daro c 

Pas,al 23 

Pasal 24 

Pasal25 

PAsal26 

Pasal27 

Pasal 28 

Pa~al 29 

Pasal 30 

Pasal 31 

Pnsal 32 

Fasel 33 

Pasal34 

Pas<'l 35 

Pasal20 

Pasal21 

Pasal 22 huruf a aogka 1 sld <1 

angka 5 


